e e e e
e e

B L
FZTTITAR

BUPATI BANGGAI

Menimbang

Mengingat ‘

—_————

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DI KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

¢ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan daerah

Kabupaten Banggai Nomor 28 tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan bupati Banggai
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di
Kabupaten Banggai.

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok  Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) jo. Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendzharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang -, Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971  Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3573); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4515);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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19, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang
Tata Cara Penjualan Status Rumah Negara;

20. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan
Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang
Perubahap Penetapan Status Rumah Negeri;

21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Fedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barana/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun
2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggal (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

25. Peraturan Daerah  Kabupaten  Banggai  Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggal Tahun 2009 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 73)
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  TEKNIS

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DI KABUPATEN BANGGAI.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.
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Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Banggai. _ _
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagal unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Banggal;

Bupati adalah Bupati Banggal.
Del:van Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggal.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai..

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggal.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat DPPKA adalah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai.
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Bidang Pengelolaan
Satuan Kerja Peran
daerah pada pemerintah daerah
Unit kerja adalah bagian darj SK
Pejabat yang benwenang adalah Pejaba
Daerah yang berwenang membina dan mer
Daerah.
Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengeiola baran

acalah
yang benwenang dan bertangaung jawab melakukan koordinasi pengeiolaan barang
milik daerah, . :
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Pembantu. pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengeloia
adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinic penyelen

Wil

barana milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
Pengguna barang milik daerah selanjutnya dissbut pengouna a
selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan
kompetensi vang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai ekstemal.

Kuasa penggunaan barang milik daerah adalzh kepala satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh penaguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya.

Penyimpan/Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan mendistribusikan serta mengurus
barang dalam pemakaian.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APED
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik
daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang
sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang
akan datang;

Pengadaan adaiah Kegiatan untuk melakukan pemenuhan Kebutuhan Barang Daerah
dan Jasa;

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang atau
tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja / satuan kerja pemakai.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Daerah
selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya quna dan berhasil
guna.

Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang
Daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam
mengeloia dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
bentuk sewa, pinjam paxai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun
serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antar Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali
kepada pengelola.

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
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Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oieh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasiitasnye, dan setelah
selesal pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lan tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Penghapusan adzizh tindakan menghapus barang milk daergh can daftar barang
cengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola can tanggung
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagal tUndak
lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan
sebagai modal pemerintah daerah.

Penjualan adalzh pengalihan kepemiiikan barang milik dasrah kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang.

Tukar menukar barang milik/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah yang dilakukan antara Pemerintah Dacrah dengan Pemerintah Pusat, antar
Pemerintah Dascrah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai
seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daersh kepada
pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak
lain, tanpa memperoleh penggantian.

Penyertaan moda! pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilkan barang milik
daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dpisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha
milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan barang milk daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan,can pelaporan
hasil pendataan barang milik daerah,

Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk membenikan suatu
opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan
barang milik daerah.

Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingat dengan D8P adalah daftrar yang
memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.

Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP acalah daftar yang
memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah adalah pembakuan ruang
kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas can lain - lain
barang yang memerlukan standarisasi.

Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jen's, spesifikasi dan
kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :

a.

Mengamankan Barang Milik Daerah;

b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengeloiaan Barang Milik Daerah;

C.

Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :

Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah di Kabupaten Banggai;

b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
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¢. Terwujudnya pengelolaan barang Daerah yang tertib, efektif dan efisien.
d. Pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara

menyeluruh di Daerah sebagai acuan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi
Pengelolaan Barang Milik Dasrah.

BAB 1V

SISTEMATIKA PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

(1) Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ini tercantum dalam Lampiran dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Sistematika pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. BAB
b. BAB
c. BAB
d. BAB
e. BAB
f. BAB
g. BAB
h. BAB
i. BAB
j BAB
k. BAB
. BAB
m. BAB
n. BAB
o. BAB

I

I1
III
v
\
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
X1V

Umum;

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
Pengadaan;

Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran;
Penggunaan;

Penatausahaan;

Pemanfaatan;

Pengamanan dan Pemeliharaan;

Penilian Barang Daerah;

Penghapusan;

Pemindahtanganan;

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
Pembiayaan;

Tuntutan ganti Rugi;

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 116- T

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 29 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

e

MUSIR A. MADJA

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 29 Desambsr 2010

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2010 NOMOR 1194
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